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ABSTRAK

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia didalam
Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hingga saat ini belum secara
eksplisit mengatur mengenai penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency
sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, khususnya mengenai pencantuman
penyedia jasa pertukaran mata uang (exchange money bitcoin) sebagai pihak
pelapor. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisa regulasi resmi yang
mengatur cryptocurrency di Indonesia dan bagaimana penggunaannya dapat
dilakukan secara legal. Meskipun terdapat kesulitan dalam pembuktian mata uang
virtual dalam kasus pencucian uang, regulasi dan ketentuan teknis terkait
penggunaan cryptocurrency telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5
Tahun 2019, sehingga pelaku tindak pidana pencucian uang melalui
cryptocurrency dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang ada di

Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi
dan proses penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang melalui
cryptocurrency. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa penerapan penegakan
hukum terhadap tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency di
Indonesia mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP. Tahapan yang
dilakukan meliputi penyelidikan, penangkapan, penyidikan, dan persidangan.
Proses ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus serta
mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku tindak pidana. Ancaman hukum bagi
pelaku tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meskipun penggunaan cryptocurrency
sebagai alat pembayaran belum diatur secara resmi, tindak pidana tersebut tetap
dapat diancam dengan hukuman pidana. Karakteristik cryptocurrency yang
anonim dan teknologi yang memudahkan pencucian uang menjadi celah yang

rentan untuk digunakan dalam tindak pidana.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Indra Kenz, Binomo, TPPU
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ABSTRACT

The regulation regarding money laundering in Indonesia, as stated in Law
Number 8 of 2010 concerning the Prevention and FEradication of Money
Laundering, has not explicitly addressed the use of virtual currency or
cryptocurrency as a means of money laundering, particularly regarding the
inclusion of currency exchange service providers (bitcoin exchange money) as
reporting parties. Therefore, this research aims to analyze the official regulations
governing cryptocurrency in Indonesia and how it can be done legally. Although
there are difficulties in proving virtual currency in money laundering cases,
regulations and technical provisions related to the use of cryptocurrency have
been established in Bappebti Regulation Number 5 of 2019, allowing money
laundering perpetrators through cryptocurrency to be prosecuted based on

existing laws in Indonesia.

This research adopts a normative juridical method to analyze regulations and law
enforcement processes related to money laundering through cryptocurrency. The
research findings indicate that enforcing the law against money laundering
through cryptocurrency in Indonesia follows the procedures stipulated in the
Criminal Procedure Code. The stages involved include investigation, arrest,
investigation, and trial. These processes are carried out to gather evidence and
information about the case and hold the perpetrators accountable for their
criminal acts. The legal penalties for money laundering through cryptocurrency
are regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and
Eradication of Money Laundering. Although cryptocurrency as a payment
instrument is not officially regulated, such criminal acts can still be punishable by
law. The characteristics of cryptocurrency, such as anonymity and technology
facilitating money laundering, create vulnerabilities that can be exploited for

criminal purposes.

Keywords: Cryptocurrency, Indra Kenz, Binomo, Money Laundering Crime
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